
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN  

DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM 
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan  

kepastian hukum, diperlukan penyederhanaan prosedur 
pengambilan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan 
negeri; 

  b.  bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum maka terhadap Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, perlu dilakukan perubahan; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan 
Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
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Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4958);  

  2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6885); 

  5.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229); 
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan 

Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 836); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN 

KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE 
PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI 

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 
 

Pasal I 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian 

ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan 
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri 

dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 836) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 30 
(1)    Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk 

dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan 
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak 

mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau 
menolak Ganti Kerugian berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan 
Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh 

pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar 
dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 

(2)    Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah masa 
tugasnya telah berakhir, pengambilan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat 

pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 
 

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 32 

Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek 
perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, 

Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di 
kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 
akta perdamaian. 
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3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 33 

Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh 
pejabat yang berwenang, Ganti Kerugian diambil oleh 

pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah 
sita diangkat. 

 
4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 34 
Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di 

bank, Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan 
Pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak bank. 

 
5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 35 
Dalam setiap pengambilan Ganti Kerugian ke 

kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, panitera atas 

penetapan ketua Pengadilan membuat berita acara 
pengambilan uang penitipan ganti kerugian yang 
ditandatangani oleh pihak yang berhak dan 2 (dua) orang 

saksi. 
 

Pasal II 
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



- 5 - 
 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 November 2024 

 
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
Œ 

 

            SUNARTO 
  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                 Д 
 
PLT. DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,  

 
Ѽ 

 

ASEP N. MULYANA 
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR      Ж 
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